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	       PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      Jalan Wastukancana No.2 Tlp. (022) 4204445, Fax. 4209928 Bandung



                                                                       KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG
SELAKU PPKD
   NOMOR :       
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN PPKD, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PPKD, DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN HIBAH/BANSOS DI LINGKUNGAN SKPKD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa berdasarkan pasal 123A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-PPKD, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku PPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan PPKD;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pasal 186 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara;

	
	
	c.
	bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan  b  tersebut  di atas perlu menetapkan pejabat penatausahaan keuangan, pembantu pejabat penatausahaan keuangan, pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku PPKD dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku PPKD.

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

	
	
	
	

	
	
	6.
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

	
	
	7.


	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

	
	
	8.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

	
	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

	
	
	11.
	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

	
	
	12.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

	
	
	13.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

	
	
	14.
	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

	
	
	15.
	Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

	
	
	16.
	Peraturan Daerah  Kota Bandung nomor 02 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung tahun Anggaran 2016

	
	
	17.
18.
	Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.074-DPKAD/2016 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.


	
	
	
	

	
	
	
	

	                                                                  MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	
	

	PERTAMA
	:
	
	Pejabat penatausahaan keuangan, pembantu pejabat penatausahaan keuangan, pembantu bendahara penerimaan PPKD, pembantu bendahara pengeluaran PPKD, dan pembantu bendahara pengeluaran Hibah/Bansos di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

	KEDUA
	:
	
	Susunan pejabat penatausahaan keuangan, pembantu pejabat penatausahaan keuangan, pembantu bendahara penerimaan PPKD, pembantu bendahara pengeluaran PPKD, dan pembantu bendahara pengeluaran Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran 1 (satu) dan lampiran 2 (dua) Keputusan ini.

	
	
	
	

	KETIGA
	:
	
	Tugas para pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dan diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagai berikut :

a. Pejabat penatausahaan keuangan :

1. meneliti kelengkapan SPP-LS Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak terduga yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran PPKD;

2. meneliti kelengkapan SPP-LS Hibah/Bansos yang disampaikan

oleh bendahara pengeluaran Hibah/Bansos;

3. melakukan verifikasi SPP;

4. menyiapkan SPM;

5. melakukan verifikasi atas penerimaan PPKD;

6. melaksanakan akuntansi PPKD; dan

7. menyiapkan laporan keuangan PPKD.
b. Pembantu pejabat penatausahaan keuangan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas pejabat penatausahaan keuangan sebagai petugas penguji kelengkapan dokumen, petugas verifikasi SPP dan penerbit SPM serta verifikasi atas penerimaan PPKD, petugas fungsi akuntansi dan laporan keuangan PPKD.  

c.  Pembantu Bendahara penerimaan PPKD mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas bendahara penerimaan PPKD sebagai petugas penyusun Dokumen / pembukuan; 

d. Pembantu bendahara pengeluaran PPKD mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran PPKD sebagai penyusun dokumen dan pembukuan;


	
	
	
	

	KEEMPAT
	:
	
	Segala biaya yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

	
	
	
	

	
	
	
	

	KELIMA
	:
	
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal                                    2016
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Drs. H. DADANG SUPRIATNA,MH. PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610308 199103 1 009
Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Walikota Bandung (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
       Lampiran 1 (satu) 

       Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD
       Nomor

: 

       Tanggal

:                                   2016
       Tentang
             : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Penerimaan PPKD, Pembantu Bendahara 
               Pengeluaran PPKD, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Hibah/Bansos di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung TA 2016
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Pejabat Penatausahaan Keuangan DAN Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 

di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SELAKU PPKD
	NO
	NAMA/NIP/PANGKAT 

(GOL. RUANG)
	JABATAN
	TUGAS


	KET

	1.
	AWAL HARYANTO, SE, M.Si.
NIP. 19721129 200604 1 002
Penata (III/c)
	Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD
	sebagaimana tercantum pada diktum ketiga huruf a keputusan ini
	-

	2.
	DUDI ISKANDAR ROHMAN

NIP. 19780826 201001 1 004

Penata Muda (III/b)
	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai petugas verifikasi SPP dan Penerbit SPM serta verifikasi atas Penerimaan PPKD
	sebagaimana tercantum pada diktum ketiga huruf b keputusan ini
	-

	3.
	EVI PRATIWI, S.Sos.

NIP. 19740502 201001 2 001
Penata Muda (III/b)
	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai petugas verifikasi SPP dan Penerbit SPM serta verifikasi atas Penerimaan PPKD
	sebagaimana tercantum pada diktum ketiga huruf b keputusan ini
	-

	4.
	ROHMAN

NIP 19580510 198503 1 015
Pengatur Muda (II/a)

	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai Petugas Penguji  Kelengkapan Dokumen  
	sebagaimana tercantum pada diktum ketiga huruf b keputusan ini
	-

	5.
	TEDY GUSTIANA, SE

NIP. 19770817 200902 1 003

Penata Muda Tingkat I (III/b)
	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai Petugas Penguji  Kelengkapan Dokumen  
	sebagaimana tercantum pada diktum ketiga huruf b keputusan ini
	-

	6.
	HARIS GUNAWAN

NIP. 19810826 201001 1 005

Pengatur Muda Tk. I (II/b)
	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai Petugas Penguji  Kelengkapan Dokumen  
	sebagaimana tercantum pada diktum ketiga huruf b keputusan ini
	

	7.
	DANI  FEBRIANA

19810219 200501 1 005 (II/c)
	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai Petugas Pelaksana Fungsi Akuntansi  
	sebagaimana tercantum pada diktum ketiga huruf b keputusan ini
	


                                                                                                                                                                                   KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Drs. H. DADANG SUPRIATNA,MH.
   PEMBINA UTAMA MUDA                                                                                                                                                                                                           NIP. 19610308 199103 1 009
      Lampiran 2 (dua) 

      Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD
      Nomor

 : 

      Tanggal

 :                                   2016
      Tentang
              : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Penerimaan PPKD, Pembantu Bendahara
                Pengeluaran PPKD, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Hibah/Bansos di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung TA 2016

Pembantu Bendahara PENERIMAAN DAN Pembantu Bendahara Pengeluaran 
di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SELAKU PPKD
	NO
	NAMA/NIP/PANGKAT 

(GOL. RUANG)
	JABATAN
	TUGAS


	KET

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	DEDI RASIDI

NIP. 19600108 199603 1 001

Penata Muda Tk. I (III/b)
	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD
sebagai penyusun dokumen / pembukuan
	sebagaimana tercantum pada 

diktum ketiga huruf d keputusan ini
	-

	2.
	YOGI ISMAYADI
NIP. 19770407 200701 1 006
Pengatur Muda (II/b)
	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD
sebagai penyusun dokumen / pembukuan
	sebagaimana tercantum pada 

diktum ketiga huruf d keputusan ini
	-

	3.
	MOCH. MUCHLIS

NIP. 19670527 200701 1 006

Pengatur Muda TK. I (II/b)
	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD
sebagai penyusun dokumen / pembukuan
	sebagaimana tercantum pada 

diktum ketiga huruf d keputusan ini
	-

	4.
	AGUS SOLEHUDIN

NIP. 19640729 200701 1 005
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
	Pembantu Bendahara Penerimaan PPKD

sebagai penyusun dokumen / pembukuan
	sebagaimana tercantum pada 

diktum ketiga huruf c keputusan ini
	-

	5.
	MULYA GENTA WANDA, S.Kom

NIP. 19820825 201001 1 005
Penata Muda Tingkat I(III/B)
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Hibah/Bansos

sebagai penyusun dokumen / pembukuan
	sebagaimana tercantum pada 

diktum ketiga huruf d keputusan ini
	-

	6.
	ARI JANUAR PERMANA, SE

NIP. 19780115 201411 1 001

Pengatur (II/a)
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Hibah/Bansos

sebagai penyusun dokumen / pembukuan
	sebagaimana tercantum pada 

diktum ketiga huruf d keputusan ini
	-

	7.
	MAMAN  SUMPENA, S.Ip

NIP. 19710306 200312 1 005

Penata Muda (III/a)

	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD
sebagai penyusun dokumen / pembukuan 
	sebagaimana tercantum pada 

diktum ketiga huruf d keputusan ini
	-

	8.
	RIAN THAURIAN K, S.IP

NIP. 19770425 201001 1 001

Pengatur Muda Tk. I (II/b)
	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD
sebagai penyusun dokumen / pembukuan 
	sebagaimana tercantum pada 

diktum ketiga huruf d keputusan ini
	-


                                                                                                                                                                        KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

                                                                                                                                                                                                Drs. H. DADANG SUPRIATNA,MH.
   PEMBINA UTAMA MUDA                                                                                                                                                                                                           NIP. 19610308 199103 1 009
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